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ABSTRAK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan
untuk melaksanakan tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara/daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah
pusat/daerah wajib menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK untuk dilakukan
pemeriksaan sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat, dalam hal ini diwakili oleh Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR)/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penelitian ini bertujuan
mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi jumlah temuan pemeriksaan BPK atas Sistem
Pengendalian Internal (SPI) dan Kepatuan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Faktor-faktor yang diteliti pengaruhnya dalam menentukan jumlah temuan pemeriksaan BPK
dalam penelitian ini adalah ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, pengadaan aset
tetap, dan kompleksitas pemerintah daerah. Data yang digunakan vyaitu Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) atas pemeriksaan laporan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Barat yang
diterbitkan BPK tahun 2020 s.d. 2022.

Kata kunci: temuan pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan, pemeriksaan laporan keuangan,

laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), BPK, pemerintah daerah

ABSTRACT

The Supreme Audit Agency (BPK) is the only institution authorized to carry out the task of
examining the management and financial responsibility of the state / region in accordance with
applicable laws and regulations. Central / local governments are required to submit their
financial reports to BPK for examination as a form of responsibility to the people, in this case
represented by the House of Representatives (DPR) / Regional People's Representative Council
(DPRD). This study aims to determine the factors that influence the number of BPK audit findings
on the Internal Control System (SPI) and compliance with applicable laws and regulations.
Factors that are examined for their influence in determining the number of BPK audit findings in
this study are the size of local government, the level of local wealth, fixed asset procurement, and
the complexity of local government. The data used is the Audit Report (LHP) on the examination

of regional financial statements in West Sulawesi Province issued by BPK from 2020 to 2022.

Keywords: audit findings, audit report, financial report audit, local government financial report
(LKPD), BPK, local government
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terbitnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang
kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi awal perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang semula sentralisasi menjadi
desentralisasi. Desentralisasi menjadi asas dalam penyelenggaraan pemeritahan ditandai dengan
adanya pembagian kewenangan serta ketersediaan ruang publik yang memadai untuk memaknai
kewenangan kepada unit pemerintah yang lebih rendah atau disebut pemerintah daerah (Hadi,
2005). Pemerintah daerah diberi kewenangan dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah,
pembangungan daerah, dan pelayanan daerah tanpa ada campur tangan pemerintah pusat. Namun,
pemerintah daerah wajib mempertanggung jawabkan kewenangannya agar tetap sesuai dengan

undang-undang yang ada dan agar tercipta sistem tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan daerahnya, setiap tahun Pemerintah
Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. LKPD
tersebut wajib disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. BPK selaku auditor eksternal pemerintah daerah di
Indonesia melakukan pemeriksaan atas LKPD, serta memberikan opini dan temuan hasil
pemeriksaan atas kewajaran informasi dalam laporan keuangan yang disusun dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP). Menurut Indra, Iskak, dan Khag (2022), auditor eksternal pemerintah
berperan sebagai pihak ketiga dalam teori keagenan, yang mampu menjembatani perbedaan antara

agen dan prinsipal dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah.

Berdasarkan hasil audit BPK tiga tahun terakhir, seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi
Sulawesi Barat yang berjumlah total 7 entitas mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) atas LKPD tahun anggaran 2020 s.d 2022. Meski mendapatkan opini WTP, BPK masih
menemukan sejumlah permasalahan yang dituangkan dalam temuan pemeriksaan. Menurut
Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Barat, Hery Ridwan mengungkapan BPK masih menemukan
beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain temuan pemeriksaan atas
Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal

tersebut menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Daerah memperoleh opini WTP, namun

1



pengelolaan keuangannya belum sepenuhnya dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan,

serta perlu dilakukan tindaklanjut atas rekomendasi permasalahan yang disampaikan oleh BPK.

Temuan pemeriksaan BPK bisa menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Dikarenakan
terdapat beberapa research gap dari hasil penelitian-penelitian terdahulu, dimana dari beberapa
penelitian ditemukan perbedaan hasil penelitian baik yang signifikan positif maupun negatif. Atas
dasar hal tersebut penliti termotivasi untuk menguji kembali determinan yang mempengaruhi
jumlah temuan pemeriksaan LPKD di Sulawesi Barat. Ditinjau dari karakteristik pemerintah
daerah yakni, ukuran pemerintah daerah yang dilihat dari jumlah aset yang dimiliki oleh
pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah yang dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),
pengadaan aset tetap yang dilihat dari belanja modal, dan tingkat kompleksitas daerah yang dilihat
dari jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pemerintah daerah.

Pemilihan populasi penelitian pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Barat
dengan mengambil tahun pengamatan selama tiga tahun yakni 2020 s.d. 2022. Berdasarkan hal
tersebut, maka penelitian diberi judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Temuan Pemeriksaan
BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Barat Periode 2020 s.d.
2022”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka dibuat rumusan masalah

sebagai berikut:

1. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap temuan pemeriksaan BPK?
2. Apakah tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap temuan pemeriksaan BPK?

3. Apakah pengadaan aset tetap berpengaruh terhadap temuan pemeriksaan BPK?
4.

Apakah tingkat kompleksitas daerah berpengaruh terhadap temuan pemeriksaan BPK?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris bahwa ukuran pemerintah daerah,
tingkat kekayaan daerah, pengadaan aset tetap, dan tingkat kompleksitas daerah memiliki

pengaruh terhadap temuan pemeriksaan BPK.
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